
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN 
NOMOR 17 TAHUN 2007 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN 
NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KLATEN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN'"YANG MAHA ESA 

BUPATI KLATEN, 

a. bahwa dalam rangka mendorong kinerja . Dewa'tl Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan 
kewajibannya, dilakukan penyesuaian kedudukan protokoler 
dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pe.rwakilan 
Rakyat Daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian kedudukan 
protokoler dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagaimana dimaksud tersebut huruf a dipandang perlu 
mengadakan · penyesuaian terhadap Peraturan Daerah 
Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Klaten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Daerah Ka9upaten Klaten Nomor 7 Tahun "2004 
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Klaten; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf b di atas 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan 
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Klaten; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 



3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004-tentang Pemer.intahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah PengganWUndang-Undang Nomor 3 Tahun .2005 
tentang Perubahan Undang-Undang N,omor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndqnesia Nomor 
4548); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah. Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 
14 dan 15 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 59) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 90 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2'1 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Pro~okler Dan Keuangan 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lemb13ran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang · Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun . 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwa.kilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten. 
sebagaimana telah diubah terak_hir dengan Peraturan Daerah 



Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Klaten; 

Dengan Persetujuah Bersama 
I 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN 
dan 

BUPATIKLATEN 

MEMUTUSKAN . : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 7 TAHUN 
2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN KLATEN. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun.2004 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa k-ali dengan : · 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuahgan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten 1-<laten Tahun 
2006 Nomor 1) 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

· Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 
2006 Nomor 16) 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran ·oaerah Kabupaten Klaten Tahun 
2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) 

diubah sebagai berikut : 

Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) S!=!hingga berbunyi sebagai berikut:· 
Pasal 16 ayat (1) : Besaran tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan 

ayat (2) 
ayat (3) 

Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan 
yang berlaku . 
Cukup jelas. 
Cukup jelas. 



Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten . 

Ditetapkan di Klaten 
~ 

pada tanggal 15 Desember 2007 

BUPATI KLATEN, 

SUNARNA 

Diundangkan di Klaten 
pada tanggal 15 Desember 2007 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 
.I'\ 

"-.,INDARVVANTO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2007 NOMOR 15 




